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ABSTRAK 

 Penulisan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Proyek Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Di Kabupaten Muara Enim, yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini 

yaitu adanya perbuatan yang selalu bertentangan dengan Undang-Undang dan 

selalu melibatkan penyelenggara negara yaitu tindak pidana korupsi. Salah satu 

elemen tindak pidana korupsi yaitu suap. Permasalahan yang diangkat penulisan 

ini agar melihat serta menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana serta melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku tindak pidana suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan 

Kabupaten Muara Enim (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg) ditinjau dari pemidanaan, metode penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim memperhatikan aspek 

yuridis dan non yuridis yang dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 

telah melanggar Pasal dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dari penulisan ini penulis menarik 

kesimpulan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim telah memperhatikan segala 

aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori 

penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan Kabupaten Muara Enim. 

Ditinjau dari pemidanaan telah didasarkan pada teori gabungan yang mana 

mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib 

masyarakat. 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Suap, Proyek 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah 

masalah korupsi. Tindak pidana korupsi buka hanya sekedar merugikan 

keuangan negara, tetapi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat menjadi juga 

dirugikan. pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. 

Korupsi di Indonesia sangat banyak bentuk penyalahgunaan atau kewenangan 

politik oleh upper power class dan penyalahgunaan ekonomi oleh upper 

economic.
1
  Dengan profesionalitas yang dimiliki, perbuatannya sangat sulit 

dideteksi oleh hukum. Dalam penguasaan yang melekat pada posisi jabatan 

strategis tertentu, merupakan potensi besar untuk kepentingan bisnis yang 

dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan kewenangan semakin menjadi. 

Korupsi ini mempunyai pengaruh sangat besar, seperti yang dinyatakan oleh 

Chetwynd et al bahwa korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 

menghambat pertumbuhan ekonomi berdasarkan beberapa teori berikut :
 2 

                                        
  
 

1. Korupsi  menghalangi  investasi  asing  dan  domestik 

                                                           
1
 Agus Surono, Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi , Fakultas Hukum Universitas 

Al=Azhar Indonesia Press, Jakarta, 2017, hlm.3. 
2
 Happy Febrina Hariyani,  Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di 

Kawasan Asia Pasifik, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan,Vol 5, No 2, Desember 2016, 

hlm 35,  diakses dari https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/22322, pada tanggal 27 

agustus 2020, pukul 20.18 wib. 

https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/22322
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2. Pengusaha dan investor memerlukan lisensi dan izin dan membayar suap 

untuk pemotongan barang ke dalam margin keuntungan 

3. Korupsi menurunkan kualitas infrastruktur publik    

4. Korupsi menurunkan pendapatan pajak  

5. Korupsi mengalihkan bakat menjadi rent seeking  

6. Korupsi merusak komposisi pengeluaran publik. 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah :
 3

 

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara  

2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara  

3. Menteri  

4. Gubernur  

5. Hakim  

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan  

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah orang 

                                                           
3
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
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yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara.
4
  Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan 

melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau 

korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.
5
 

Korupsi di Indonesia tingkatannya sudah menjadi kejahatan korupsi 

politik. Kondisi di Indonesia cukup memprihatinkan, karena yang selalu 

terserang akan korupsi tidak lain dan tidak bukan menyangkut politik dan 

perekonomian. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang 

memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan 

hubungan dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik luar biasa 

ini berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.
6
 

 bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus merupakan istilah asal dari 

kata korupsi, setelah itu kata korupsi disalin ke berbagai bahasa. bahasa 

Inggris istilah kata nya corruption atau corrupt, kemudian menjadi corruption  

di dalam bahasa prancis, dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah 

                                                           
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana  Korupsi  
5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
6
 Evi Hartanti , Op.cit. hlm 3. 
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coruptie (korruptie).
7
 bahasa Belanda yang melahirkan istilah bahasa korupsi 

di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, secara harfiah dari arti kata korupsi 

memiliki beberapa makna yang dianggap tidak baik berupa adanya kebusukan, 

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak adanya moral, 

penyimpangan kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.
8
 

Korupsi dalam melakukan berbagai tindakan ataupun aktifitas selalu 

mengacu secara tersembunyi dan tidal legal, ini dilakukan demi membuahkan 

hasil seperti keuntungan dan juga kepentingan diri sendiri atau kelompok. 

Melakukan korupsi ini pun selalu memiliki motif terselubung serta rahasia. 

Menyadari apa itu korupsi serta permasalahan kompleks yang terjadi. Maka 

tindak pidana korupsi sangat jelas termasuk dikategorikan sebagai extra 

ordinary crime. Praktiknya selalu dilakukan secara struktural serta sudah 

beragam dan berkembang, jika diabaikan begitu saja akan merusak sendi-

sendi yang ada di dalam negara ini. Dalam ruang lingkupnya ada beberapa 

elemen yang termasuk kategori korupsi, salah satunya ialah Suap.  

Di negara-negara maju, suap kepada kalangan birokrat dilarang keras dan 

sungguh tidak boleh dilakukan, dengan melakukan hal tersebut maka, yang 

akan diberikan bagi pelaku merupakan sanksi yang cukup berat, karena 

perbuatan yang dilarang tersebut akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam 

menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan 

ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, bukan hanya itu saja tetapi bisa 

                                                           
7
 Adami chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. PT. Rajagrafindo 

Persada.Jakarta. 2016. hlm 1. 
8
 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya. Cetakan Ketiga. 

Gramedia. Jakarta.1991. hlm 9. 
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atau bahkan di kalangan privat, akan diberikan sanksi yang berat bagi pihak 

yang telah melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak pemberi dan 

penerima. Suap suatu perbuatan yang dilarang karena itu merupakan cikal 

bakal timbulnya tindak pidana korupsi. Maka, suap termasuk akar dari tindak 

pidana korupsi. Inilah kebiasaan yang harus dicegah.  

Memicu dalam melakukan suap, yaitu ada yang ditakutkan dalam 

penerimaan suap oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri yang tidak 

wajar, karena dengan semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau 

lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara yang bersangkutan. Banyak 

yang berpendapat bahwa pemberian tersebut harus diwaspadai sebagai 

pemberian karena dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena 

terkait dengan jabatan oleh si penerima serta adanya kepentingan-kepentingan 

dari pemberi. 

Seseorang yang telah memberi sesuatu kepada seseorang dengan memiliki  

tujuan untuk mengambil hatinya tanpa hak serta untuk kepentingan sesuatu, 

dengan  memalsukan data atau mendahului pelayanan kepadanya dari pada 

orang yang lebih berhak, dan sebagainya adalah kategori orang yang memberi 

suap dengan menjaminkan sebuah uang dengan jumlah yang telah ditentukan 

atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau 

yang dipercaya. Suap terdapat macam-macam bentuk, yang dilakukan di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat.  Dengan tujuan untuk mempengaruhi 

keputusan dari orang atau pejabat yang disuap. Di dalam buku saku 
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memahami tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Komisi 

pemberantasan korupsi (KPK) bahwa suap :
 9

 

1. Setiap orang  

2. Memberi sesuatu  

3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara  

4. Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

Suap menyuap ini menempati posisi strategis dalam perkembangan tindak 

pidana korupsi yang lain, dapat dikatakan korupsi yang lain bisa 

dikembangkan setelah terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum dari 

seorang pejabat publik, yang didahului oleh penyuapan pihak ketiga sehingga 

dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
10

 

Kata briberie (perancis) diartikan begging (mengemis) atau vagriancy 

(penggelandangan) kata tersebut merupakan asal dari kata suap. 

Perkembangannya bribrie bermakna sedekah, blackmail, exortion 

(pemerasan) dalam kaitannya dengan “gifts received or given in order to 

influence corruptly” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan 

dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan 

demikian seseorang terlibat dalam perbuatan suap harus merasa hal yang 

                                                           
 
9
 Mandala Aditya, Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan,  https://www.dictio.id/t/apa-

yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517,  diakses pada pukul 21.52 wib, 20 September 2020.  
10

 Mohamad Hadi Sutjipto, Penerapan Sanksi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh 

Pejabat Negara Dalam Tindak Pidana Suap Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi 

(Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn), Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. 

III, No. II, Desember 2019, hlm  111, http://ejournal.stih-

awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/69/52, pada tanggal 9 september 2020, pukul 18.00 

wib.  

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517
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dilakukan itu sangat memalukan karena perbuatan suap merupakan hal yang 

buruk bukan itu saja, bahkan dapat menjatuhkan martabat seseorang, terutama 

bagi penerima suap.
11

 

Pembangunan sarana dan prasarana suatu hal yang direncana oleh 

pemerintah untuk men sejahtera kan rakyat. Dengan menjalankan proyek-

proyek bersama jasa konstruksi dengan kualitas yang baik. Proyek diartikan 

sebagai kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu, dengan 

alokasi sumber daya terbatas dan dengan tugas yang sasarannya jelas. Dengan 

manajemen proyek yang dapat  terencana, terorganisir, dapat memimpin, 

serta mengendalikan sumber daya perusahaan. Sasaran proyek tersebut terdiri 

dari biaya, mutu, dan waktu. Ketiga ini merupakan tiga kendala yaitu : 

1. Biaya, proyek dapat diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi 

anggaran  

2. Mutu, produk harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang 

dipersyaratkan  

3. Waktu, proyek dikerjakan dengan kurun waktu yang telah ditentukan.  

Dengan ketiga sasaran tersebut manajemen proyek tumbuh karena 

dorongan mencari pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan dan 

sifat kegiatan proyek. Maka sebelum menjalankan suatu proyek maka harus 

melalui sistem yang dikatakan tender proyek Tender adalah salah satu 

                                                           
11

 Hidayat, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak 

Pidana Korupsi, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017, hlm 41 

https://media.neliti.com/media/publications/,177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-

tindak.pdf ,  pada tanggal 19 september 2020, pukul 15.11 wib. 

https://media.neliti.com/media/publications/,177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/,177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak.pdf
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mekanisme yang harus dilewati untuk mendapatkan proyek pengadaan barang 

maupun jasa di lingkup pemerintahan.  

Secara yuridis, pengertian tender dapat di lihat dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 4 

Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Secara Elektronik Dengan E-Tendering. Tender diperluas artinya menjadi tata 

cara pemilihan penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan 

dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dengan cara 

menyampaikan sekali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
12

 

Sebelum melakukan tender proyek atau lelang proyek, panitia dan para 

kontraktor harus mengikuti aturan-aturan resmi pelelangan proyek guna 

terciptanya sistem kerja yang bersih tanpa ada tindakan yang menjerumus ke 

tindakan korupsi, para kontraktor harus memenuhi persyaratan agar dapat 

mengikuti pelelangan, sebenarnya para kontraktor bebas menggunakan tips 

apa saja untuk memenangkan tender asalkan tidak merugikan pihak lain. Di 

era zaman sekarang, sering terjadi suatu praktik yang tidak sehat demi 

mendapatkan keuntungan besar. Para kontraktor dan para panitia pelelangan 

proyek seharusnya menghindari praktik kecurangan dalam proses pelelangan 

                                                           
12

 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa milik 

pemerintah. 
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proyek. Tapi ini seperti sudah menjadi kebiasaan agar memenangkan tender 

proyek. Tidaknya transparan dari panitia pun sudah merugikan pihak lain.
13

 

Sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya 

Pasal 33 ayat (3) “bahwa telah memberikan sebuah landasan yang tegas dan 

jelas tentang sistem pembangunan ekonomi Indonesia”
14

. Dengan segala 

bentuk apapun praktek yang merugikan maupun mengurangi kesejahteraan 

masyarakat benar-benar sangat dilarang di Indonesia termasuk dalam praktek 

korupsi suap-menyuap di ruang lingkup proyek pemerintah, kemudian 

menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja hal tersebut merupakan dasar 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditetapkan. Terbentuknya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 untuk menegaskan “aturan hukum serta memberikan 

perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha, yang dapat memberikan 

jaminan dan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan 

pembangunan ekonomi, upaya meningkatkan kesejahteraan umum serta 

sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD 1945”.
15

 Serta larangan 

suap diberlakukan terhadap kegiatan tender “proyek baik fisik maupun 

pengadaan barang dan jasa”. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 

tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan dalam pasal 6 huruf h sudah 

ditegaskan “bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek tidak 

                                                           
13

Gatot Nursetyo, Kajian Permainan Dalam Aturan Lelang Proyek, 

https://www.neliti.com/id/publications/142931/kajian-permainan-dalam-aturan-lelang-proyek, 

diakses pada pukul 20.58 wib, 30 agustus 2020. 
14

 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, PT Raja Grafindo 
Persada Jakarta, 2002,  hlm 8. 

15
 Ibid.. 

https://www.neliti.com/id/publications/142931/kajian-permainan-dalam-aturan-lelang-proyek
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dibenarkan menerima hadiah, imbalan, komisi dan tidak menawarkan dan 

menjanjikan kepada siapapun khususnya diduga berkaitan dengan kegiatan 

proyek maupun pengadaan barang dan jasa”. 
16

 

Ruang lingkup suap sering terjadi antara pengusaha dan penyelenggara 

negara. Sebelum masuk ke ruang lingkup tender proyek, adapun kebiasaan 

untuk memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu oleh pengusaha terhadap 

penyelenggara negara. Dapat dikatakan itu pendekatan pengusaha ke 

penyelenggara mempermudah untuk kemenangan tender dan mempermudah 

proses proyek pembangunan yang telah disepakati. Terkadang jika tidak 

dilakukan proses akan dipersulit dan kalah saing dari pengusaha lain. Banyak 

para koruptor tertangkap akibat dari suap ini.  

Seperti halnya kasus suap operasi tangkap tangan yang berada di 

Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Plg. Pengusaha Robi Okta Pahlevi selaku PT INDO PASER 

BETON dan CV AVAS & Co mengupayakan agar dapat proyek di Dinas 

PUPR kabupaten Muara Enim tahun 2019 dengan memberi atau menjanjikan 

sebuah uang dalam bentuk dollar amerika serikat sejumlah USD 35.000 (tiga 

puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan dalam bentuk Rupiah sejumlah 

total Rp22.001.000.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta rupiah) sebagai 

realisasi komitmen fee dimuka 15% dari rencana pekerjaan 16 paket proyek 

di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang senilai Rp 130 miliar yang 

berasal dari dana aspirasi DPRD Muara Enim tahun anggaran 2019.  

                                                           
16

 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan. 
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Sehingga Robi Okta Pahlevi mendapatkan keuntungan dengan dibantu 

adanya rekayasa dalam menyusun standar persyaratan kualifikasi teknis 

dengan memasukan persyaratan yang paling maksimal sehingga sulit 

dipenuhi oleh peserta lelang lainnya. Bahkan sebelum tender dimulai ataupun 

pengumuman lelang sudah diberikan bocoran kerangka acuan kerja (KAK) 

dan syarat-syarat lainnya kepada Robi Okta Pahlevi, sehingga hanya 

perusahaan milik Robi Okta Pahlevi ataupun perusahaan yang terafilasi 

dengan Robi Okta Pahlevi saja yang dapat memenuhi persyaratan tersebut. 

Kemudian Robi Okta Pahlevi memberi sebuah benda berupa 1 unit mobil 

SUV Lexus berwarna hitam dan satu unit mobil xenon single cabin berwarna 

putih. Berdasarkan proyek yang telah disepakati terdapat komitmen fee 

sebesar 10%, pemberian uang sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar 

lima ratus juta rupiah), serta 5% realisasi pemberian fee sejumlah 

Rp2.695.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) 

ini ditujukan kepada Bupati Muara Enim dan Wakil Bupati Muara Enim 

beserta 22 (dua puluh dua) anggota DPRD yang telah mengesahkan dan telah 

menetapkan bahwa paket 16 (enam belas) proyek tersebut dijalankan oleh 

Robi Okta Pahlevi.  

Maka Robi Okta Pahlevi telah dinyatakan sah bersalah melakukan tindak 

pidana korupsi secara berlanjut. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana dengan 
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pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis putusan atas dasar 

pertimbangan hakim tersebut masih ringan dan masih belum bisa memberi 

efek jera, yang dilakukan oleh Robi Okta Pahlevi terbukti melakukan 

pemufakatan suap secara sadar, kemudian dengan memenuhi unsur perbuatan 

pidana membuat penyelenggara negara agar berbuat sesuatu dengan 

menjanjikan sesuatu mengakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang 

penyelenggara negara di Kabupaten Muara Enim. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengajukan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP PADA PROYEK 

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DI KABUPATEN MUARA 

ENIM (Studi Putusan PN Palembang Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Plg)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana suap pada proyek 

pekerjaan umum dan perumahan di Kabupaten Muara Enim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Plg? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan di Kabupaten Muara 



13 
 

 
 

Enim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Plg ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku 

tindak pidana suap pada  proyek pekerjaan umum dan perumahan 

Kabupaten Muara Enim. 

2. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku 

tindak pidana suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan 

Kabupaten Muara Enim. 

D. Manfaat Penelitian  

Dari tujuan Penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada penulis dan pembaca, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini membahas korupsi khususnya mengenai tindak pidana 

korupsi suap. Dengan harapan dapat memberikan sebuah ide dan membagi 

ilmu pengetahuan terutama hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan hasil penelitian ini, Peneliti mengaharapkan ilmu yang di dapat 

dari penelitian ini berguna untuk ilmu hukum dan dapat diterapkan serta 

menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum dan dapat memberikan 

informasi kepada pembaca. 
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E. Ruang Lingkup  

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat 

menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang penulisan skripsi ini 

serta menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang mengenai 

pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana suap pada proyek pekerjaan umum dan perumahan Kabupaten Muara 

Enim.  

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Tugas hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

tentang Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, 

mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, 

perdata maupun tata usaha negara.
17

 Pada pasal 3 dan 4 Undang-

Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan 

bahwa semua peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan 

hukum serta keadilan adalah berdasarkan pancasila dan peradilan 

dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, 

dilakukan dengan bebas dari segala campur tangan dan tidak 

                                                           
17

 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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membeda-bedakan orang.
18

 Menurut Sudarto, hakim memberikan 

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: 
19

  

a. Keputusan menyangkut peristiwa, apakah terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang tercela berdasarkan tuduhan yang 

telah diberikan  

b. Keputusan menyangkut hukumannya apakah perbuatan yang 

dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah 

terdakwa bersalah dan dapat dipidana 

c. Keputusan menyangkut pidana nya, apabila terdakwa memang 

dapat dipidana 

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau considerans 

merupakan argumentasi hakim dalam memutuskan perkara. 

Seandainya argumen hukum itu tidak pantas, bahwa putusan tidak 

benar atau tidak adil dapat dinilai oleh orang dari segi putusan 

tersebut.
20

 Menurut Sudikno Mertokusumo, sederhananya putusan 

hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan 

amar. Sehingga yang dinilai sebagai dasar putusan adalah 

pertimbangan. Alasan-alasan yang tegas dan jelas dalam pertimbangan 

                                                           
18

 Ibid. 
19

 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni , Bandung, 1990, hlm.74. 
20

 M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41. 
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sebagai dasar putusan membuat putusan  hakim menjadi objektif dan 

berwibawa.
21

 

Hakim sendiri memiliki dasar pertimbangan yang memiliki 

kedudukan penting bagi hakim dalam membuat suatu, jika hakim 

membuat sebuah putusan dengan pertimbangan yang di gunakan 

sangat baik dan tepat, hal itu mencerminkan bahwa putusan hakim 

tersebut memiliki keadilan yang tinggi di dalam diri seorang hakim 

tersebut. Dipercaya tidak memihak merupakan kunci dari kedudukan 

seorang hakim yang memilki wewenang untuk mengadili dan 

memutus perkara. Oleh karena itu, putusan kebebasan hakim dalam 

mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan juga.  

2. Teori Pemidanaan 

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah, apabila 

bertitik tolak dari perbuatannya, maka tujuan pemidanaan yaitu 

pembalasan,
22

 namun jika mengacu demi kepentingan masa yang akan 

datang, tujuan pidana menjadi hal yang baik yaitu untuk memperbaiki 

                                                           
21

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

2005, hlm. 22. 
22

 Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, 

Jurnal UGM. Vol 21. No. 1, Februari 2009, hlm 100, diakses dari https://jurnal.ugm.ac.id/ 

jmh/article/view/16248/10794, pada tanggal  25 september 2020, pukul 10.15 wib. 
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kelakuan terpidana. Selama ini ada beberapa tujuan pemidanaan, 

tujuan pemidanaan tersebut sebagai berikut :
 23 

a. Mencegah untuk melakukan tindak pidana dengan menegakkan 

norma hukum demi pengayoman masyarakat  

b. Memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan sehingga menjadi 

orang yang baik dan berguna  

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat 

d.  Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia 

maupun merendahkan martabat manusia. Dapat dikatakan sasaran 

yang dituju, bukan hanya kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga 

masyarakat, untuk mencegah orang lain tidak melakukan tindak 

pidana. 

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana  

Pertanggungjawaban pidana memiliki konsep, bukan hanya 

menyangkut nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Akan tetapi  

agar pertanggungjawaban pidana  dapat tercapainya suatu keadilan.
24

 

                                                           
23

 Puteri Hikmawati ,Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju 

Keadilan Restoratif, Jurnal Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm 75, http://.dpr.go.id,  pada 

tanggal 27 september 2020, pukul 00.49 wib. 

http://.dpr.go.id/
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Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab 

seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang 

dan tidak dibenarkan oleh masyarakat, yang perlu diketahui mengenai 

pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban 

pidana dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan 

perbuatan pidana. George P Flether menyatakan “Orang  melakukan 

perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung orang 

tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak”. 

Sebaliknya, “orang yang dijatuhi pidana, pasti telah melakukan 

perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan”. Hal terpenting 

dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.
25

 

Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan dapat menentukan 

seseorang dapat di pertanggungjawaban atas pidana atau tidak 

terhadap tindakan yang dilakukan dan keseimbangan dalam 

penjatuhan pidana terhadap tindak pidana. 

Dalam Buku I KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku juga 

untuk hukum pidana di luar KUHP termasuk untuk Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi
26

. Menurut Prodjohamidjojo, “seseorang 

                                                                                                                                                               
24

 Hanafi, Mahrus. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama. Jakarta. 

Rajawali Pers. 2015. hlm 16. 
25

 Hiariej O.S. Eddy. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cetakan Kedua. Cahaya Atma 

Pustaka. Yogyakarta. 2017. hlm 153-154. 
26

 RB Budi Prastowo. Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan 

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 

3. 2006. hlm 224, diakses dari http://journal.unpar.ac.id/index.php/ projustitia/  

article/view/1157/1124,  pada tanggal 28 agustus, pukul 13.34 wib. 
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melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana 

dilihat dari masyarakat patut dicela”. Dengan demikian, menurutnya 

seseorang dapat dipidana berdasarkan dua hal, yaitu:
 27 

1. Harus adanya perbuatan bertentangan dengan hukum, sehingga 

harus ada unsur objektif 

2. Pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan 

dan/atau  kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum itu 

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada 

unsur subjektif. 

4. Teori Pembuktian 

Pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari 

kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, 

maka hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka 

peristiwanya harus terbukti.
28

  

Pada hukum acara pidana, pembuktian ialah mencari kebenaran 

materiil, KUHAP yang menetapkan tahapan ketika mencari kebenaran 

sejati yaitu :  

a. Penyidikan 

b. Penuntutan  

c. Pemeriksaan di persidangan  

d. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan  

                                                           
27

 Prodjohamidjojo, Martiman, Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia .PT 

Pradnya Paramita.Jakarta. 1997. hlm 31. 
28

 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, 

Yogyakarta. 2013. hlm 241. 
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Maka, pembuktian hanyalah salah satu dalam pelaksanaan aturan 

acara pidana sebagai keseluruhan, yang sebagaimana diatur dalam 

kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
29

 

Pasal 183 KUHAP menegaskan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. Tidak ada yang menghambat proses hukum serta 

menimbulkan kerugian baik dalam penangkapan himhham 

pembuktian kejahatan.
30

 

Lilik Mulyadi menyatakan, terdapat dua macam beban 

pembuktian yaitu absolut dan terbatas berimbang. Beban pembuktian 

yang bersifat absolut, dikatakan sebagai pembebanan sepenuhnya 

berada pada penuntut umum, sedangkan beban pembuktian terbatas 

berimbang, seperti misalnya dalam Undang-Undang Tipikor, tentang 

pengaturan pembalikan beban pembuktian, akan mendapatkan porsi 

pembahasan dalam bagian selanjutnya.
31

 

G. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah : 

                                                           
29

 Ibid, hlm.242. 
30

 Isma Nurillah, Nashriana, Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian 

Uang,Jurnal Simbur Cahaya, Volume 26, Nomor 2, 2019, hlm 213, diakses dari 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229, pada tanggal 31 mei , 

pukul 15.02 wib. 
31

 Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni h, 

Bandung, hlm 103. 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229
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1. Jenis Penelitian 

Yuridis normatif jenis yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian yuridis normatif penelitian yang berpacu pada norma-

norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan 

norma-norma hukum yang berada di masyarakat, dengan mencari 

bahan pustaka, penelitian ini memakai sifat analitis, yang dimana 

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang 

berkesinambungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek 

dalam fokus penelitian. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan 

metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan 

meneliti bahan pustaka yang ada.
32

 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka pendekatannya 

berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta 

menganalisis.. Kajian normatif ini mengidentifikasi keseluruhan 

peraturan hukum khususnya menyangkut hukum tindak pidana 

korupsi suap. Pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma-

norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai 

kasus tindak pidana korupsi suap yang sudah diputus untuk 

memfokuskan penelitian. Sedangkan menganalisis, putusan hakim  se 

detail mungkin dari permasalahan yang ada. Pendekatan penelitian ini 

dilakukan agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek. 

                                                           
32

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan 

Singkat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009, hlm.13-14. 
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Adapun pendekatan penelitian ini. Pendekatan Konseptual, dilakukan 

untuk menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam pengumpulan bahan, penulis mengambil dari sumber-

sumber dalam bentuk Undang-Undang, buku-buku yang terkait, 

artikel, dokumen serta karya ilmiah lainnya. Sumber data dalam 

penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Sumber-sumber bahan tersebut yakni sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer, diambil dari sumber berupa Undang-

Undang yang bersifat mengikat untuk penyelenggara 

kehidupan bermasyarakat. Autoriatif merupakan sifat dari 

bahan hukum ini, dengan memiliki otoritas dalam bahan-bahan 

hukum primer, bahan tersebut merupakan catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan 

dan putusan hakim maupun perundang-undangan.
33

 

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan penulis, 

antara lain : 

                                                           
33

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta. Prenadamedia Group. 

2014. hlm 181. 
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1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-

Undang Nomo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Plg 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya 

rancangan Undang-Undang, dokumen-dokumen yang terdapat 

informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana korupsi, 

seperti buku, majalah dan situs-situs internet yang menyangkut 

perihal dalam penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Macam-macam dokumen berisikan konsep dan keterangan 

yang mencakup bahan hukum primer dan  tersier. Bahan-bahan 

pendukung dalam penyusunan skripsi ini ialah berhubungan 
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dalam permasalahan skripsi seperti Kamus Hukum, 

ensiklopedia, media cetak, dan literature-literatur hukum. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Bahan hukum yang menggunakan teknik pengumpulan melalui 

studi kepustakaan. Dilakukan dengan memahami dan mengkaji isinya 

secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai 

permasalahan yang dikaji secara mendalam serta kesimpulan yang 

ingin dibahas. Bahan hukum yang dikumpulkan menelaah peraturan-

peraturan yang relevan, buku-buku ataupun karya ilmiah untuk 

memudahkan dalam menganalisis dari konsep yang ada, dengan 

tujuan untuk mencapai konsepsi, pendapat maupun teori yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini
34

. 

5. Analisis Bahan Hukum  

Data-data sekunder dan informasi yang didapatkan kemudian 

dianalisis berdasarkan kenyataan atas hasil penelitian. Kemudian data 

dan informasi didapat akan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang 

akan dihubungkan dengan sistematis dalam kesimpulan yang akan 

dibuat di skripsi ini. 

6. Penarikan Kesimpulan  

                                                           
34

 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 58.  
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Metode deduktif merupakan Penarikan kesimpulan dalam 

penelitian. Metode deduktif yaitu menyimpulkan dari pernyataan 

umum atau pun fakta-fakta menuju pernyataan ataupun fakta-fakta 

khusus dengan menggunakan rasio/penalaran. 
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